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ABSTRACYT

The problems in human's life, especially which relate to law,
will never end. Therefore, the Moslems musi conduct ijtihad of
Jind out the solutions. As the third source of tasyri’, the object
of ijtikad is any problems which haven 't been regulated vividly
tn Holy Qur'an an al-Sunnah, and which have no any
references of nash (ma la nashsha fik). Qivas is one of the
tjtihad methods can be used as the alternative to solve the
above problems and can be considered as the reference of
syara’ although in its application there are many
disagreements among the ulama.

Kata kunci: Qiyas, [jtihad

Pendahuluan

Salah satu tujuan diberikannya kchebasan kepada manusia untuk mencari
alternatif pemccahan  terhadap  permasalahan-permasalahan kehidupan  sosial
kemasyarakatan adalah uniuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri.
Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap, melainkan senantiasa
mengalami  perubahan-perubahan. Dimana perubahan-perubahan  itu  terjadi
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disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kemajuan imu pengetahuan dan
teknologi.

Olch karena pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan dulam
hidup dan kehidupan manusia adalah dengan nash-nash dalam bentuk pukok-pokok
(ifmal)nya saja, maka masalah sosial kemasyarakatan ini menjadi lapangan ijtihad.’
Dalam bidang ini, kita dapat melihat bagaimana dinamika hukum Islam dalam
menganlisipasi dan mengatasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam
masyarakat dalam berbagai bidang. Ini tidaklah berarti hahwa masalah sosil
kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah. Akan tetapl, pembagian tersehut
lebih ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap masalah-masalab yang tidak
menerima perubshan dan pengembangan dengan berbagal metode ytihad dan
pertimbangan yang diterapkan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat kounstant,
permanen, dan stabil, tidak berubah sepanjang masa, betapa pun kemajuan
peradaban manusia. Sementara ilu, peristiwa hukum, tcknis, dan cabang-cabangnya
mengalami  perubahan-perubahan, berkembang sejalan dengan perkembangan
zaman. Sehingga dengan tetap teguhnya jiwa dan prinsip hukum, dibarengi dengan
terbuka lcharnya perubahan dan perkembangan vabeng-cabangnya, terjaminlah
modernisasi dan kemajuan ilmu pengetauan sccara leluasa, dengan tetap dilandasi
oleh norma hukum vang ketat dan kuat. Dengan adanya perubahan dan
perkembangan masyarakat, cabang-cabang hukum Isiam di bidang mu’amalah
semakin bertembah materi hukumnya, semakin banyak perbendabaraamnya dan
semakin sempurna pembahasannya.

Dengan kata lain, schagai sumber tasyri’ ketiga, objek jjtihad itu adalah segala
sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash al-Qur’an dan Sunnah scria
masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nash (ma la nashsha

fih). Dalam perspektif ushul al-figh, para ulama ushu) menerapkan berbagai metode

dalam melakukan ijtihad hukum, salah satu diantaranya adalah qgiyas.

Pengertian Qiyas

Secara lughah atou etimologis, kata giyas berarti gadara, artinya mengukur,
membanding sesuatu dengan yang semisalnya.” Scdangkan arti giyas secara istilah
alau terminologi, terdapat beberapa delimisi yang berbeda-beda tetapi masih
mempunyai kedekatan makna antara pengertian yang salu dengan yang lainnya.
Menurut al-Ghazali dalam al-Mustashfa membenkan definisi  giyas yaitu
menanggungkan sesuatu yang diketahul kepada sesuatu yang dikctahui dalam hal
menctapkan hukum pada keduanya atau meniadakap hukum dart keduanya
disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penclapan hukum/sifat atau
peniadaan hukum/sifat.”

Menurul  Muhammad  Abu  Zahrah  mendefinisikan - givas adalah
Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada
perkara lain yang ada nash hukummya karena keduanya berserikat dalam ‘illat
hukunt’ Sedangkan menurut Ion al-Subki dalam kitabnya Jam'u al-Jawami’
memberikan definisi giyas yaitu mengaubungkan scsuatu yang diketahut kepada
sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam *iflat hukumnya menurut pihak
yang menghubungkan (mujtahid).”

Definisi-definisi lainnya vang diberikan oleh bcberapa ulama scperti Abu
Hasan al-Bashri sebagaimana vang dikutip olch Amir Svarifuddin tentang givas
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adalah menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada furu’ karena keduanya sama
dalam *i#fat hukum menurut mujtahid.®

Decngan demikian dari uraian tentang beberapa definisi giyas (ersebut di atas
dapat d'ketahui hakikal qiyas 1tu menurut dua versi pandangan di atas, yaitu: (1) ada
dua kasus yang mempunyai ‘illar yang sama; (2) satu di antara dua kasus yang
bersamaan ‘illatnya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash,
sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hulumnya; dan (3) berdasarkan
‘illat yang sama. scorung mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada
nashnya itu scperti hukum yang berlaku pada aksus yang hukumnya telah ditetapkan
berdasarkan nash.

Syarat-syarat Qiyas

Pada hakekatnya membicarakan syarat giyas berarti membicarakan syarat-
syaral yang berlaku pada setiap rukun atau unsur-unsur dari giyas 1tu sendiri.
Rukun-rukun atau unsur-unsur qiyas itu sebagaimana telah disebutkan adalah:’

1. Magqis “alaih
Dalam memberikan nama kepada magis ‘alaih itu lerdapat beberapa pendapat.
Ada yang menamakannya ashal (sesuatu yang dihubungkan kepadanya scsuatu yang
lain). Ada yang menggunakan istilah mohal al-hakim al-musyabbah  bik
{(wadah/tempat yang pada wadah itu terdapat hukum yang akan disamakan kepada
wadah lain). Ada juga yang menycbutnya dengan dalil al-hukwm (sesuatu yang
memberi petunjuk tentang adanya hukum). Pendapat lain mengatakan bahwa magis
‘alaih ilu adalah kufon al-mahal (hukum bagi wadah).
Dalam hal ini sangat sedikit sekali ulama yang memberikan persyaratan-
persyaratan terhadap ashal/maqis alaih. Hal ini mungkin karena jumhur ulama
sendiri tidak memberikan syarat apa-apa terhadap ashal ini. Meskipun demikian ada
juga ulama yang memberikan persyaratan tersebut, yaitu:®
a). Harus ada dalil atau petumjuk yang membolehkan menggivaskan sesuatu
kepadanya, baik secara nau i atau syakhsi (lingkungan yang sempit atau maksud
terbatas)...
Jumhur ulama menolak persyaratan ini karena menurut mereka tidak ada dalil
yang mensyaratkannya.

b). Harus ada kesepakatan ulama tentang adanya ‘illar pada ashul/magqis ‘alaih...
Jumhur ulama menolak persyaratan ini, karena menurutnya tidak ada dalil atau
petunjuk yang mempersyaratkannya.

2. Magis

Untuk magis ini kebanyakan ulama menggunakan kata furu' (sesuatu yang
dibangun atau dihubungkan kcpada sesuatu yang lain). Ada yang mengatakan bahwa
magis adalah mahal al-musyabbah (wadah yang hukumnya diserupakan dengan
yang :ain). Ada pula yang menyebumnya hukm al-mahal al-musyahbah (hukum dan
wadah yang disamakan). Tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa fury' it
adalah dalil hukum yang disamakan, karena yang menjadi dalil tentang adanya
hukum pada turu’ adalah qiyas itu sendir.

Untuk maqis ini terdapat beberapa syarat. Sebagian dari syarat itu disepakal
para ulama dan scbagian lagi hanya dikermukakan oleh ulama tertentu. Syarat-syarat
magqis itu adalah sebagai berikut:”
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a). “Mlar yang terdapat pada firu' memiliki kesamaan dengan ‘illaf yang terdapat
pada ashal. Maksudnya, seluruh ‘illat yang terdapat pada ashal juga terdapat
pada furu . Jumlah ‘iflat pada fury’ itu bisa sebanyak yang terdapat pada ashal
atau melebihi yang terdapat pada ashal.

b). Harus ada kesamaan antara furu’ itu dengan ashal dalam hal ‘iflgr, maupun
hukum; baik yang menyangkut ‘ain atau jenis, dalam arti sama dalam “gin “tllat
atau jenis ‘illat dan sama dalam ‘ain hukum atau jenis hukum. Bila di antara hal
ini terdapat perbedaan, maka rusaklah qiyas, karena tidak terdapat ‘illas pada
furu' (dalam hal berbedanya ‘iflui) alau sidak adanya hukum ashal pada furu'
(dalam hal berbedanya hukumy).

¢). Ketetapan hukum pada furz' itu tidak menyalahi dalil gazh’i. Maksudnya, tidak
terdapat dalil garh’i yang isinya berlawanan dengan furu'. Hal ini disepakati
oleh ulama. Alasannya adslah bahwa qiyas tidak dapat digunakan pada sesuatu
selama masih ada dalil garh i yang berlawanan dengannya.

d). Tidak terdapat penentang (hukum lain) yang lebih kuat terhadap hukum pada

" furu' dan hukum dalam penentang itu berlawanan dengan ‘illaz giyas itu.
Penentangnya itu bisa dalam bentuk nagid (contradictory) atau dalam bentuk
dhid (conirary).

e). Furu® itu tidak pernah diatur hukumnya dalam nash tertentu; baik materi nash itu
bersesuaian dengan hukum yang akan ditetapkannya pada furu’, atau
berlawanan dengannya.

f). Furu’ (sebagai magis) itu tidak mendahului ashal (sebagai magis ‘alaih) dalam
keberadaannya. Misalnya mengqgiyaskan wudhu kepada tayammum dalam
menetapkan kewajiban niat. Wudhu itu lebih dahulu adanya dan pada
tayammum. Wudhu disyari’atkan sebelum hijrah, sedangkan tayammum
disyari’atkan sesudah hijrah. Lagi pula ditetapkannya tayammum itu adalah
sebagai pengganti wudhu di saat tidak dapat melakukan wudhu.

3. Hukum ashal
Hukum ashal adalah hukum yang terdapal pada suatu wadah magqis ‘alaih
yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash; dan hukum itu pula yang akan

diberlakukan pada firu .

Syarat bagi hukum ashal untuk dapat direntangkan kepada kasus lain (firu ")
melalui qiyas adalah sebagai berikut:"’

a). Hukum ashal itu adalah hukum syara’, karena dari tujuan giyas syar’i adalah
untuk mengetahui hukum syara’ pada firu’, baik dalam bentuk ishat {(adanya
hukum) atau dalam bentuk zafi (tidak adanya hukum). Scandainya hukum asha/
itu bukan hukum syara’ syara’, maka tujuan penggunaan qiyas tidak akan
berhasil.

b). Hukum ashal itu ditetapkan dengan nash, bukan dengan qiyas. Satu pendapat
mengatakan, juga bukan karena ijma’. Alasan tidak bolehnya hukum ashal
ditetapkan dengan qiyas, karena berarti hukum ashal itu pun pada nwlanya
merupakan firs” dari givas yang lain (pertama kali).

¢). Hukum-ashal itu adalah hukum yang tetap berlaku; bukan hukum yang telah
dinasakhkan, sehingga masih mungkin dengan hukum avhal! itu membangun
(menetapkan) hukum. Alasannya ialah bahwa perentangan hukum dari ashal
kepada furu' adalah didasarkan kepada adanya sifat yang menyatu patda
keduanya. Hal ini sangat terganiung kepada pandangan (i #ibar} dart pembuat
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hukum kepada asha/ tcrsebut. Sedangkan terhadap hukum askal yang telah
dimansukh, tidak lagi pandangan pembuat hukum terhadap sifat yang menyatu
pacda hukum asha/f tersebut,

d). Hukum ashal itu tidak menyimpany dari ketentuan givas, karena bila
menyimpang dari kelenluan giyas, maka tidak mungkin menggiyaskan sesuatu
kepada hukum ashal itu, sebah dalam hukum ashal seperti itu tidak ada daya
rentang.

¢). Hukum ashal itu harus disepakati oleh ulama, karena kalau belum disepakati
tentu masih diperlukan usaha menetapkannya lebih dahulu bagi ulama yang
tidak menerimanya. Dalam hal ini, masalahnya akan beralih dari menetapkan
Juru' kepada menetapkan hukum pada ashal. Dengan demikian pembahasannya
akan mengembang dan berlarut-larut serta apa yang dituju pun akan luput.

£). Dalil yang menetapkan hukum asha/, secara langsung tidak menjangkau kepada
Juru'. Maksud hukum askal yang menjangkau kepada firu ' adalah dalil hukum
pada furu' itu juga merupakan dalil hukum ashal. Karena kalau dalilnya telah
terjangkau oleh dalil hukum asha/, maka tidak perlu lagi ada qiyas, cukup
dengan dalil hukum ashal tersebut. Menjadikan sebagian bentuk yang tercakup
menjadi ashal tidak akan lebih utama dari bagian yang lain.

4. ‘Ilal

"Hflat menurut bahasa berarti “penyakit berat”, dan “kotoran yang
mengganggu wajah seseorang”. Dalam Filsafat Hukum Islam, term “i//ar kadangkala
dipakai untuk sinonim sebab (al-sabab). Al-subab adalah sesuatu yang
menyampaikan kepada hukum, akan tetapi tidak menetapkan adanya hukum.
Sedangkan ‘illt menetapkan adanya hukum.'' Sedangkan menurut istilah, ‘iflat
adalah kualitas yang jelas dan dapal ditcrapkan dalam setiap individu (peristiwa),
dan bersesuaian (dengan ruang dan waktu) bagi hukum.’

Pada dasarnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh suatu nash mengandung
maksud tertentu. Schingga bila seseorang melaksanakan hukum tersebut, maka apa
yang dityju dengan ketetapan hukum jtu akan tercapai. Tujuan hukum itu dapat
dicari dan diketahu: dari teks atau nash yang menctapkannya, yakni melalui sifat
atau hal yang menyertai hukum itu. Dari sifat yang menyertai hukum itu diketahui
‘iflat hukumnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan hakikat suatu ‘illar ketika
melihat hubungannya dengan hukum:"’

1). Ahlul Haq dari kelompok ulama Syi’ah mengatakan bahwa ‘illes adalah pemberi
tahu bagi hukum. Bila dikatakan bahwa sifat memabukkan menjadi ‘ilat bagi
haramnya khamr, berarti sifat tersebut memberi tahu atau merupakan pertanda
bagi haramnya minuman yang memabukkan, Berdasarkan pendapat ini, maka
hukum ashal itu berlaku dengan adanya sifat itu, bukan dengan adanya nash.

2). Ulama Hanafi berpendapat bahwa ‘illaf itu memang pemberi tzhu akan adanya
hukum, namun menetapkan hukum adalah nash itu sendiri, bukan ‘illat yang
menjad: pemberi tahu itu, karcna nash itulah yang menimbulkan hukum,

3). Ulama Mu’tazilah berpendapat bahwa ‘illat itu adalah scsuatu yang dengan
sendirinya mempengaruhi terhadap hukum yang didasarkan kepada pandangan
bahwa hukum it mengikuti mashlahat dan mafsadat. Bila ada sesuatu yang
mengandung mashlahal, muncullah keharusan berbuat, dan bila sesuatu itu
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mengandung unsur mafsadar, muncullah keharusan untuk ‘menjauhinya,
meskipun nash dalam bentuk wahyu belum datang.

4). Imam al-Ghazali hampir sama pendapatmya dengan Mu’tazilah dalam melihat

3).

‘illar itu sebagai faktor yang mempengaruhi kceberadaan hukum, namun
pengaruh ‘illaf terhadap hulum itu tidak berlaku dengan sendirinya, tclapi
karena ada 1zin Allah.
Al-Amidi berpendapat bahwa ‘illai itu adalah pendorong terhadap hukum.
Maksudnya ‘ilat itu mengandung hikmah yang pantas menjadi tujuan bagi
pembuat hukum dalam menetapkan hukum, Tbn al-Subki mengomentan
pendapat al-Amidi tersebut, ini agaknya yang dimaksud oleh Syafi’ivah yang
mengatakan hahwa berlakunya hukum ashel adalah karena adanya *illat, artinya
‘itlat itu mendorong atas adanya hukum. Ini juga yang dimaksud olch Hanafliyah
vang berpendapat bahwa nash memben tahu adanya hukum. Masing-masing
pendapat tidak menyalahi yang lain.

Scdanpkan mengenai syarat-syarat ‘lllat; ada syarat-syarat yang disepakati

oleh ulama, ada pula yang dipersclisihkan, dalam arti tidak diakui sebagai syarat. Di
antara syarat ‘illar yang disepakati ulama adalah sebagai berikut:"*

1).

2).

3).

“{fllar itu harus mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum,

dan dapat dyjadikan sebagai kaitan hukum. Contohnya menjaga diri merupakan
hikmah diwajibkannya «ishash.

‘fllat 1tu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat disaksikan. Contohnya sifat
memabukkan bagi haramnya khamr dan minuman keras lainnya. Sifat
memabukkan itu jelas, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta
keadaan lain.

‘Iflat 1tu harus dalam bentuk sifat yang tcrukur, kecadaannya jelas dan terbatas,
sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. Contohnya keadaan dalam
perjalanan menjadi ‘iffar untuk bolehnya menggashar shalat. Keadaan dalam

‘perjalanan merupakan  sesuatu  yang menyulitkan (masyaggak), namun
-masyaggah 1tu sendiri tidak dapat diukur dan dilentukan secara pasti, sehingga

harus diambi} sifat yang zhahir sebagai patokan yang alasan di dalamnya
terdapat alasan sebenamya, yaitu keberadaan dalam perjalanan yang sifatnya
jelas dan terukur.

4). Harus ada hubungan kescsuaian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang

5).

akan menjadi ‘illat. Adanya kesesuaian hubungan antara sifat dengan hukum itu
menjadikannya rasional, diterima semua pihak, dan mendorong seseorang untuk
lebih yakin dalam berbuat. Contohnya sakit menjadi ‘iflat bolehnya seseorang
membatalkan puasa, karena sakit itu menyulitkan seseorang untuk berpuasa,
“fllat 1tu harus mempunyai daya rentang. Maksudnya “iflat itlu di samping
ditemukan pada wadah yang menjadi tempat bertermunya hukum (ashal), juga
dapat ditemukan di tempat lainnya. Seperti ‘illat menvakiti pada ucapan ‘uf
(berkata kasar) kepada orang tua yang haram hukumnya, dapat pula ditemukan
pada perbuatan dan ucapan lain yang scjenis yang menyakits orang tua (seperti
menghardik atau memukul), untuk riaenetapkan hukum haramnya perbuatan atau
ucapan tersebut,

6). Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang untuk menjadi

‘illar. Maksudnya sifat itu menyalahi ketentuan yang telan ditetapkan oleh suatu
dalil (nash). Misalnya pandangan scmentara orang di masa sekarang yang
menyamakan derajat laki-laki dan perempuan vyang dijadikan ‘e untuk
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menyamakan hak kewarisan laki-laki dan pcrempuan. Meskipun hal itu
mungkin saja dapat dijadikan ‘iflat dalam keadaan tertentu dan dinilai rasional,
namun tidak dipandang oleh pembuat hmkum, karena bertentangan dengan dahl
nash (al-Qur’an surat al-Nisa’ [4]: 11} yang menyatakan bahwa hak anak laki-
laki sebesar hak dua orang anak perempuan.

Pembagian (Qiyas

Pembagian qiyas dapat dilihat dari beberapa segi scbagai berikut:

1. Pembhagian qiyas dari segi kekuatan ‘iflat yang terdapat pada furu’, dibandingkan

pada :i'flat vang terdapat pada askal. Dalam hal im1 qiyas terbagi menjadi tiga,

yaihy:

a). Qiyas awlawi, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada furu’ lcbih kuat dan
pemberlakuan hukum  pada  askal karena kekuatan ‘illat pada furw’.
Misalnya mengqiyaskan iceharaman memukul orang tua digiyaskan kepada
ucapan ‘‘uf” (berkata kasar) terhadap orang tua dengan ‘ifla¢ “menyakiti”.
Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Isra’ [17] ayat 23.

b). Qiyas musawi, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada furw’ sama
keadaannya dengan berlakunya hukum ashal/ karena kekuatan ‘illamya
sama. Misalnya menggiyaskan membakar harta anak yatim kepada
memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukum haramnya,
scbagaimana tersebut dalam [irman Allah surat al-Nisa' [4] ayat 2.

¢). Qiyas al-adwan, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada fieree” lebih temah
dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal meskipun qiyas
tersebut memenuhi persyaratan. Misalnya mengqivaskan apel kepada
gandum dalam menetapkan berlakunya riba fadhl bila diperiukarkan dengan
barang yang sejenis. ‘Illatnya bahwa ia adalah makanan.

. Pembagian qiyas dari segi kejelasan ‘illatnya, ada dua yaitu:'®

a). Qiyas jali, yaitu qiyas yang 'illatnya ditetapkan dalam nash bersamaan dengan
penetapan hukum ashal, atau tidak ditetapkan ‘Z/a¢ itu dalam nash, namun
titik perbedaan antara ashe! denpan furu’ dapat dipastikan tidak ada
pengaruhnya. Contoh bentuk pertama, qiyas memukul orang tua kepada
ucapan “uf”’ dengan ‘illar menahan menyakiti orang tua yang dalam ayat al-
Qur’an disuruh berbuat baik kepada orang tua. Bentuk kedua, mengqgiyaskan
perempuan kepada laki-laki dalam kebolehan menggashar shalat di
perjalanan, karena meskipun terdapat perbedaan jenis kelamin, namun
perbedaan itu dapat dikesampingkan.

b). Qiyas khafi, vaitu qivas yang ‘illamya tidak disebutkan dalam nash.
Maksudnya diistinbathkan dann  hukum  aska!  yang  memungkinkan
kedudukan ‘iflatnya bersifat zkanni. Misalnya menggiyaskan pembunuhan
dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam
penetapan hukum gishash dengan ‘il{ar pembunuhan yang disengaja dalam
bentuk  permusuhan. fflet im kedudukannya dalam ashal lebih jelas
dibandingkan dengan kedudukannya dalam furu’.

3. Pembagian giyas dari segi keserasian ‘illatnya dengan hukum, ada dua yaitu:"’

a). Qiyas muatstsir, yaitu qiyas yang ‘illat penghubung antara ashal dan furu’
difctapkan dengan nash yang sharih atau 1jma’. Atau qiyas yang ‘air sifat
(sifat itu sendiri) yang menghubungkan asha! dengan furu’ itu berpengaruh
terhadap ‘ain hukum. Contoh yang pertama, misalnya mengqiyaskan
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kewatian nikah anak di bawah umur kepada kewalian atas harlanya dengan
‘illat belum dewasanya. ‘fflat in1 ditetapkan berdasarkan yma’. Contoh yang
kedua, misalnya mengqivaskan minuman keras selain yang dibuat dan
anggur kepada khamr dengan ‘i//ar memabukkan,

b). Qiyas mulaim, yaitu giyas yang “illef hukum aesha! dalam hubunpganoya
dengan hukum haram adalah dalam bentuk mundsih mulaim. Misalnya,
giyas pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda
tajam yang ‘illatnya pada ashal dalam hubungannya dengan hukum pada
ashal adalah dalam bentuk munasih mulaim.

4, Pembalgian qivas dari segi dijelaskan atau tideaknya ‘illar pada qivas itu, ada tiga
yaitu:®
a}. Qiyas ul-ma'na atau qiyas makna ashal, yaitu qiyas yang meskipun ‘illalnya

tidak dijelaskan dalam giyas namun antara ashal dengan furw’ tidak dapat
dibedakan, sehingga firz’ itu seolah-olah ashal itu sendiri. Misalnya,
hukum membakar harta anak vatim vang digiyaskan kepada memakannya
secara tidak patut dengan ‘iffat merusak harta anak yatim ifu.

b). Qiyas ‘illat, yailu qiyas yang ‘illatnya dyclaskan dan ‘illat terschut
merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal. Misalnya,
mengqiyaskan nabiz kepada khamr dengan ‘iffar rangsangan yang kuat yang
jelas terdapat dalam ashal dan furu .

c). Qiyas al-dilelah, yailu qiyas yang ‘illatnya bukan pendorong bagr penetapan
hukum ita sendiri, namur. ia merupakan keharusan (kelaziman) hagi ‘illa¢
yang membert petunjuk akan adanya ‘iliaf. Misalnya, mengqiyaskan nabiz
kepada khamr dengan menggunakan “bau yang menyengat™.

S. Pembagian qiyas dan scpi metode (masalik) yang digunakan dalam ashel dan
dalam furu’, ada empat yaitu: {(a) Qiyas al-ikhalah, yaitu qiyas yang ‘ilas
hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikhiah, (b) Qiyas al-
svabah, yaitu qiyas yang ‘illa¢t hukum ashal-nya ditetapkan melalui metode
svabah; (¢) Qiyas al-sabr, yaitu qiyas yang ‘illat hukum ashal-nya ditctapkan
melalui metode sabru wu tagsim; dan {d) Qiyas ul-thurd, yaitu qiyas yang ‘illat
hukum ashai-nya ditetapkan melalui metode thard."

Kontroversi Ulama Tentang Qiyas Sebagai Dalil Hukum Syara’
Memang tidak ada dalil alau petunjuk pasti yang menyatakan hahwa qiyas
| dapat dijadikan dalil syara’ untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang
membolehkan mujtahid menetapkan hukum syara’ di luar apa yang ditetapkan oleh
nash. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan giyas sebagai
dalil hukum syara’.
Dalam hal penerimaan ulama terhadap qiyas sebagai dalil hukum syara’,
Muhammad Abu Zahrahh membagi menjadi tiga kelompok, yaitu:™®
1). Kelompok Jumhur Ulama vang menjadikan qiyas sebagai dalil syara’. Mereka
mengeunakan qiyas dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam nash al-
Qur’an atau Sunnah dan dalam ijma’ ulama. Mereka menggunakan giyas secara
tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran.

2). Kelompok vlama Zhahiriyah dan Syi’ah Imamiyah yang menolak penggunaan
qiyas secara mutlak. Zhahiriyah juga menclak ‘illat atas suatu hukum dan
menganggap 1idak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara’.
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3). Kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Mereka pun
berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan ‘illat di antara
keduanya; kadang-kadang memberi kekuatan yang lehih tinggi terhadap qgtyas,
sehingga qiyas itu dapat membatasi keumuman sebagian ayat al-Qur’an atau
Sunnah.

Argumentast ketiga kelompok ulama tentang penggunaan givas tersebut, dapat
dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang menerima dan yang
menolak penggunaan qiyas. Masing-masing kelompok mengemukakan dalil al-
Qur’an, Sunnah, }jma’ ulama atau shahabat dan dalil *aqli. Dalil yang dikemukakan
oleh Jumhur Ulama dalam menerima qiyas sebagai dalil syara’ adalah:”'

1). Dalil al-Qur’an

Allah Swt. memberi petunjuk bagi penggunaan qiys dengan cara
menyamakan dua hal sebagaimana terdapat dalam surat Yasin [36] ayat 78-79.
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. menyamakan kemampuan-Nya
menghidupkan tulang belulang yang berserakan di kemudian hari dengan
kemampuan-Nya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali. Hal mi
berari bahwa Allzh menyamakan menghidupkan tulang tersebut kepada
penciplaan pertama kali. Dalam ayat Jain, Allah Swt. menyuruh menggunakan
qiyas sebagaimana dipahami dari beberapa ayat al-Qur’an, seperti dalam surat al-
Hasyr [59] ayat 2. Denukian juga dalam firman Allah surat al-Nisa’ [4] ayat 39.

2). Dalil Sunnah

Di aniara dalil Sunnah yang dikemukakan Jumhur Ulama schapail
argumentasi bagi penggunaan qiyas adalah hadits mengenai percakapan Nabi
dengan Muadz ibn Jabal, saat 1a diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di
sana.’? ladits tersebut menurut JTumhur Ulama merupakan dalil sunnah yang kual
tentang kekuatan giyas sebagai dalil syard’.

3). Atsar Shahabi

Adapun argumentasi Jumhur Ulama berdasarkan atsar shahabat dalem
penggunaan qiyas sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin adalah
sebagai berikut:”

Pertama, surat Umar ibn Khaththab kepada Abu Musa al-Asy’arie
sewaktu diutus menjadi qadhi di Yaman. Umar berkata: Putuskanlah hukum
berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak menemukannya, maka putuskan
beradasarkan Sunnah Rasul. Jika tidak juga kamu peroleh di dalam Sunnah,
berijtihadlah dengan menggunakan ra’yu. Pesan Umar ini dilanjutkan dengan:
Kctahuilah kesamaan dan keserupan; giyaskaniah segala urusan waktu itu.

Kedua, para shahabat Nabi banyak menetapkan pendapatnya bherdasarkan
giyas. Conloh yang populer adalah kesepakalan shahabat Abu Bakar menjadi
khalifah pengganti Nabi. Mereka menelapkannya dengan dasar giyas, yaitu
karena Abu Bakar pemah ditunjuk Nabi menggantikan beliau menjadi imam
shalat jama’ah sewaktu beliau sakit. Hal ini dijadikan alasan untuk mengangkat
Abu Bakar menjadi khalifah.

Sedangkan kelompok ulama yang menolak penggunaan qiyas dalam
menetapkan hulum syara’. adalah:™

a). Syi'ah [mamiyah, yang membatalkan beramal dengan giyas. Mereka tidak
membolehkan sama sekali penggunaan giyas. Dalil yang populer di kalangan
mereka adalah “Agama Allah tidak dapat dicapai oleh akal” dan “Sunnah 1tu
bila digiyaskan, akan merusak agama”.
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b). Al-Nazham (Ibrahim 1bn Sivar ibn Hani’ al-Basri) vang mengambil ilmu kalam

dari Abu Huzail al-Allaf al-Mu’tazili. Al-Nazham mengatakan bahwa ‘illat yang
tersebut dalam nash mewajibkan adanya usaha “menghubungkan hukum”
melalui “lafazh” yang umum, tidak melalui giyas.

¢). Ahlu Zhahir yang populer disebut Zhahiriyah yang pemimpinnya adalak Daud

ibn Khalaf. Pandangan mereka tentang gqiyas sebenarnya kelihatan dari

tanggapan mereka atas argumenlasi vang dikemukakan Jumhur Ulama.

Meskipun mereka tidak menggunakan qiyas, tetapi tidaklah berarti mereka tidak

mempunyai metode penggalian hukum atas suatu kasus yang oleh Jumhur

Ulama ditetapkan melalui  giyas. Scbagai pengganti givas, Zhahiriyah

menggunakan kaidah “umum lafazh nash”, sebagaimana terlihat dalam contoh-

contoh di bawah ini:

(1}. Dalam al-Qur’an dan Iladits tidak pernah disebutkan haramnya nabiz dan
minuman keras lainnya selain khamr seperti alkohol dan lainnya. Jumhur
Ulama menetapkan haramnya itu dengan menggiyaskannya kepada khamr
yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat al-Ma’idah
[S] ayat 90. Zhahiriyah berpendapal bahwa rmnueman selain khamr tidak
haram hukunmya hanya dengan adanya ayat tersebut dan tidak dapat
digiyaskan hukumnya kepada ayat itu. Namun haramnya nabiz dan yang
sejenisnya adalah berdasarkan sabda Nabi Saw.:”

P S 53 A S |

Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan
adalah haram.
Nabi Muhammad Saw. menyamakan hukum setiap miuman keras
sebagai haram; tidak terbatas dari yang terbuat dari anggur, kurma, tin,
madu dan lainnya. Kemudian Nabi Muhammad Saw. menyatakan, “Setiap
yang memabukkan hukumnya haram”. Khamr dart anggur Gdak lebih
utama keharamannya dari pada khamr dari buah tin, tetap1 semuanya sama
hukumnya dengan yang ditetapkan oteh nash,

(2). Allah Swi. mengharamkan memakan daging babi dengan firman-Nya pada
surat al-Ma’idah [5] ayat 3. Yang diharamkan dalam avat tersebut adalah
daging babi, sedangkan lemak babi tidak termasuk dalam arti daging babu.
Dengan demikian hukumnya tidak terjangkau oleh nash ayat tersebut di
atas.

Jumhur ulama menetapkan haramnya memakan babi dengan cara

mengqiyaskannya kepada daging babi. Ulama Zhahiri juge mengharam-

kan memakan lemak babi bukan dengan cara qiyas, tetapi melalui
pemahaman umum nash, dan melalui cara sebagai berikut:*®

(a) Melalui yma’ yang shahih dari ulama yang menetapkan haramnya
lemak babi.

(b) Mclalul nash yang menjelaskan mengenai semua yang berasal dan
babi, yaitu kulit, bulu, kuping, tulang dan lainnya, sebagaimana
dijelaskan dalam surat al-An’am | 6] ayat 145.

Demikianlah sekedar contoh yang menjelaskan bahwa ulama Zhahiri tidak

menggunakan qivas dalam menetapkan hukum tetapi memakai kaidah umum nash,
Dengan demikian kedua kelompok ini pada dasarnya tidak berbeda dalam hukum
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vang ditetapkan; namun hanya berbeda dalam menggunakan dalil untuk menetapkan
hukum 1tu.

Penutup

(Qiyas merupakan metode jtihad yang memiokuskan pada penchtian “iflah,
vaitu melakukan analisa terhadap “fllah perintah dan laraagan dalam swvatu nash
dalam rangka menemukan magashid al-syari'ah, Scbagai dalil hukum syara’, ada
beberapa  persyaratan vang  harus dipenuhi dalam  penggunaan giyas. Dalam
kenyataannya terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama tentang kedudukan
givas sebagai dalil hukum syara’.
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